
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 28 TAHUN 2017    

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN 

RUANG DALAM RANGKA PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang     :    a.  bahwa guna  pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka 
pendirian bangunan di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian 
Bangunan di Kota Surabaya, yang salah satu subtansinya 
mengatur terkait penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota; 

b. bahwa agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan  di
Kota Surabaya khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan
Rencana Kota dapat dapat dilaksanakan secara tertib, maka
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun
2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4655);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota  (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 953);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014
tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor  6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 6);
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17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan
Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2010  Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012  Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014
Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
13);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

25. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka
Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
DALAM RANGKA PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA 
SURABAYA. 
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Pasal I 

Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal  13 Peraturan 
Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian 
Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga 
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Untuk memperoleh SKRK, pemohon harus melampirkan 
persyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus.  

(2) Persyaratan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi : 

1. formulir permohonan SKRK;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon yang masih
berlaku;

3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon
berbentuk badan hukum;

4. fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas
tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau
fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik,
akta jual beli atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang
dilengkapi dengan peta bidang yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional;

5. Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan SKRK,
apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan
SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 

6. Gambar sketsa gabungan lahan yang ditandatangani oleh
pemohon apabila permohonan SKRK melampirkan 2 (dua)
atau lebih bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;

7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
disertai meterai;
 

8. SKRK asli untuk replanning atau revisi SKRK.

(2a) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5 
hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan 
keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan 
pemohon izin, yang dibuktikan dengan : 

a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki
hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan
kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau

b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat
penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang
yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan rincian penggunaan lahan dan jenis 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan 
Walikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Juni 2017 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 28 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd.0 

Ira Tursilowati, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 


